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ABSTRAK 

PERAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KECAMATAN SURO 

KABUPATEN ACEH SINGKIL 
(Studi Tentang Peningkatan Pendapatan pada Sektor PBB) 

Nama 
NIM 
Program Studi 
Pembimbing I 
Pembimbing II 

: Safriani 
: 181801003 
: Magister Administrasi Publik 
:Dr. Heri Kusmanto, MA 
: Dr. Isnaini, SH, M.Hum 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci dalam penyelenggaraan 
pemerintah daerah dan setiap daerah diberi keleluasaan untuk menggali potensi 
yang ada. Salah satu sumber PAD yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
merupakan pajak objektif dengan objek pajaknya berupa tanah dan atau bangunan. 
Pajak Bumi dan Bangunan berkontribusi terhadap peningkatan PAD sehingga 
perlu diupayakan peran Badan Pengelola Keuangan (BPK) Kabupaten Aceh 
Singkil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran BPK dalam 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Luas tanah dan bangunan belum 
didaftarkan oleh masyarakat sehingga perlu digali potensi tersebut untuk 
meningkatkan PAD sektor PBB. Pendekatan teori yang digunakan adalah upaya 
dalam meningkatkan PBB melalui wajib pajak dan petugas. Metode penelitian 
yang digunakan adalah deksriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui 
wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi serta melakukan studi 
pustaka. Informan adalah Camat, Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Sub 
Bidang Pendataan dan Penetapan, petugas pajak dan wajib pajak. Data dianalisis 
menggunakan metode interaktif diperkuat dengan triangulasi untuk keabsahan 
data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kecamatan Suro dan 
BPK Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan PAD sektor PBB adaiah 
pembentukan satuan tugas insentif di kecamatan, kegiatan penyuluhan atau 
sosialisasi, kemudahan pelayanan administrasi di kecamatan bagi masyarkat yang 
patuh, dan pemeriksaan berkala. Faktor penghambat yaitu kesadaran membayar 
pajak masih rendah, tingkat pengetahuan belum merata, SPPT tidak sampai pada 
wajib pajak dan pendapatan masyarakat belum mendukung. Kendala sebagai 
penghambat yaitu: SPPT tidak sampai, pengetahuan rendah, kegiatan sosialisasi 
belum merata terutama di pedalaman, kesadaran masyarakat masih rendah dalam 
membayar PBB, dan ada keengganan masyarakat membayar pajak karena 
pendapatan rendah. Untuk meningkatkan peran BPK dalam peningkatan PAD 
sektor PBB-P2 melalui ketjasama lintas sektoral dengan Keiaksaan dalam 
penerapan sanksi, dan keriasama dengan KP2KP melakukan penvuluhan 
perpaiakan, bukan saia pada aparat pemerintah desa tetapi masvarakat luas serta 
memberdavakan aparat desa dalam kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran masyarakat. 

Kata Kunci : Peran, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan ----------------------------------------------------- 
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ABSTRACT 

The role of Financial Management Bodiest in Increasing Local Revenue in 
The Sub District of SuroAceh District 

(A Study on Increasing Income in the Land and Building Tax Sector) 

Name 
NPM 
Study Program 
Supervisor I 
Supervisor II 

By: 

: Safriani 
:181801003 
: Master of Science Public Administration 
:Dr. Heri Kusmanto, M4 
: Dr. Isnaini, SH, M.H um 

Regional Original Income (PAD) is the key in the implementation of regional 
government and each region is given the freedom to explore the existing potential. One 
source of PAD; namely Land and Building Tax (PBB); is an objective tax with the object 
of the tax being land and I or buildings. Land and building tax contributes to the increase 
in PAD so that it is necessary to seek the role of the Financial Management Agency 
(BPK) of Aceh Singkil Regency. The purpose of this study was to analyze the role of the 
BPK in increasing local revenue through land and building taxes in Suro District, Aceh 
Singkil Regency. The area of land and buildings has not been registered by the 
community so that this potential needs to be explored to increase PAD in the P BB sector. 
The theoretical approach used is an effort to increase PBB through taxpayers and 
officers. The research method used is descriptive qualitative by collecting data through 
in-depth interviews, field observations, documentation and conducting literature studies. 
The informants are the Camat, the Head of the Revenue Division and the Head of the Sub 
Division of Data Collection and Determination, tax officers and taxpayers. Data were 
analyzed using interactive methods reinforced by triangulation for data validity. 
The results showed that the role of the Sura District Government and the BPK of Aceh 
Singkil Regency in increasing the PBB sector's PAD were the formation of an incentive 
task force in the sub-district, extension activities or outreach activities, ease of 
administrative services in the sub-district for obedient communities, and periodic 
inspections. Inhibiting factors, namely the awareness of paying taxes is still/ow, the level 
of knowledge is not evenly distributed, the SPPT does not reach the taxpayer and the 
people's income is not yet supportive. Obstacles as obstacles are: SPPT does not arrive, 
knowledge is low, socialization activities are not evenly distributed, especially in the 
interior, public awareness is still low in paying PBB, and there is a reluctance of the 
community to pay taxes because of low income. To increase the role of BPK in increasing 
PAD in the PBB-P2 sector through cross-sectoral cooperation with the Prosecutor's 
Office in implementing sanctions, and collaborating with KP2KP to provide tax 
education, not only to village government officials but the wider community and empower 
village officials in extension activities to increase understanding and awareness Public. 

Keywords: Role, Local Own Income, Land and Building Tax 
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1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan otonorni daerah yang dirnulai pada tanggal 1 Januari Tahun 

2001 rnenirnbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah di Indonesia. 

Pernerintah daerah yang rnerniliki kekayaan alarn rnenyarnbut baik otonorni 

daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang rniskin surnberdaya 

alarnnya rnenanggapinya secara hati-hati. Kekhawatiran beberapa daerah tersebut 

bisa dipaharni karena pelaksanaan otonorni daerah dan desentralisasi rnernbawa 

konsekuensi Pernerintah daerah untuk lebih rnandiri baik dari sistern pernbiayaan 

dan pengelolaan pendapatan daerah untuk menentukan arah pembangunan sesuai 

dengan prioritas dan kepentingan rnasyarakat. 

Pendapatan daerah rnerupakan surnber penerirnaan yang harus dikelola 

dengan baik, untuk rnenunjang pernbangunan didaerah tersebut. Dengan 

penerapan otonorni daerah dalarn sistern pernerintahan daerah di Indonesia, 

peletakan titik berat otonorni pada Kabupaten!Kota sebagairnana yang diatur 

dalarn Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Daerah diberikan hak untuk rnendapatkan surnber keuangan antara lain berupa : 

kepastian tersedianya pendanaan dari pernerintah sesuai dengan urusan 

pernerintah yang diserahkan; kewenangan rnernungut dan rnendayagunakan pajak 

dan retribusi daerah dan hak untuk rnendapatkan bagi hasil dari surnber-surnber 

daya nasional yang berada di daerah dan dana perirnbangan lainnya; hak untuk 

rnengelola kekayaan daerah dan rnendapatkan surnber-surnber pendapatan lain 

yang sah serta surnber-surnber pernbiayaan. 
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Pemerintah daerah di Am erika Serikat mengumpulkan lebih dari $ 1,6 

triliun pendapatan umum pada tahun 2016. Pendapatan dari properti, penjualan, 

dan pajak lainnya berjumlah $ 677 miliar, atau 41 persen dari pendapatan umum. 

Transfer antar pemerintah menyumbang 36 persen dari pendapatan umum daerah 

pada tahun 2016 (United States Census Bureau, 2016). Pajak daerah merupakan 

sumber pendapatan terbesar dari pemerintah daerah di Jepang, dengan hampir 40 

triliun yen Jepang pada tahun fiskal2017. Pendapatan pajak di Jepang tetap stabil 

di sekitar 39 triliun yen, menyusullonjakan fiskal 2015 (Japan Statistics Research 

Department, 20 17). Pendapatan Pemerintah di Malaysia meningkat menjadi 

68775,10 Juta MYR pada kuartal ketiga 2019 dari 62085,90 Juta MYR pada 

kuartal kedua tahun 2019. Pendapatan Pemerintah di Malaysia rata-rata 24733,47 

Juta MYR dari 1981 hingga 2019, mencapai rekor tertinggi 68775,10 Juta di 

tahun kuartal ketiga 2019 (CEIC, 20 19). 

Rata-rata Penpatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia tahun 2016 

berdasarkan provinsi hanya mampu mencapai 37,8% dari total pendapatan daerah 

masing-masing. Bel urn ada daerah yang persentase PAD terhadap pendapatan 

daerahnya mencapai 70%. Daerah yang mencapai persentase P AD-nya di atas 

50% hanya sebanyak 8 daerah, semen tara daerah yang P AD-nya berada di bawah 

30% tercatat 11 daerah. Bahkan terdapat 2 daerah yang penerimaan PAD-nya di 

bawah 10%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah belum 

memperlihatkan kemandiriannya dan masih sangat tergantung pada bantuan dari 

pusat untuk membiayai segala kewajiban terkait dengan pembangunan dan 

pemerintahan daerahnya masing-masing (Firdausy, 2018:122). 

Realisasi pendapatan negara dan hibah pada semester pertama tahun 

anggaran 2018 di Provinsi Aceh mencapai Rp 1,845 triliun. Pendapatan negara ----------------------------------------------------- 
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tersebut meliputi pajak dengan realisasi Rp 1,514 triliun dari target Rp 5,521 

triliun atau 27,4%. Berdasarkan laporan Statistik Keuangan Provinsi Aceh tahun 

2018 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Aceh periode 2016-

2017 diketahui mengalami peningkatan dari Rp. 2 060 milyar menjadi sebesar Rp. 

2 227 milyar. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah, berbagai program pemerintah baik tugas inti maupun tugas 

pendukung harus seimbang dengan adanya PAD sebagai alat dalam 

menggerakkan berbagai program pemerintah di daerah. Pemerintah daerah 

diharuskan memiliki strategi terkait mengelola Pendapatan Asli Daerah terkait 

upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerahnya untuk kemajuan daerah 

khusunya masyarakat. 

Untuk mencapai upaya pembangunan agar tercapainya efektifitas dan 

efesiensi, Pemerintah daerah wajib menciptakan suatu kreativitas untuk 

mendorong upaya peningkatan PAD terutama dalam menggali sumber-sumber 

PAD. Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari empat bagian, yaitu pajak 

daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMD), dan lain-lain 

pendapatan. Jumlah pendapan asli daerah tentunnya akan berdampak pada 

kontribusinya APBD. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu sumber 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber APBD lainnya adalah 

dana perimbangan, pinjaman pemerintahh daerah serta lain-lain penerimaan yang 

sah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Salah satah pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD adalah 

ajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula diatur dalam undang-undang 12 

Tahun 1994 kini menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan ----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Safriani - Peran Badan Pengelola Keuangan Dalam Meningkatkan Pendapatan...



4 

(PBB-P2). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nornor 208/PMK. 07 /2018 tentang Pedornan Penilaian Pajak Burni dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebutkan bahwa PBB-P2 adalah pajak atas 

burni dan/ atau bangunan yang dirniliki, dikuasai, dan/ atau dirnanfaatkan oleh 

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertarnbangan. Kini dengan pengalihan ini, rnaka 

kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadrninistrasian, pernungutan 

/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan sepenuhnya oleh 

Pernerintah Daerah (Kabupaten!Kota). 

Adapun dasar pernikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 

rnenjadi pajak daerah, yaitu 1). berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal 

(local origin), visibilitas, objek pajak tidak berpindah pindah (immobile), dan 

terdapat hubungan erat antara pernbayar pajak dan yang rnenikrnati hasil pajak 

tersebut (the benefit tax-link principle). 2). pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat 

rneningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus rnernperbaiki struktur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3). untuk rneningkatkan 

pelayanan rnasyarakat (public Services), akuntabilitas, dan trasparansi dalarn 

pengelolaan PBBP2. 4). berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau 

Property Tax termasuk dalarnjenis local tex (Ahmad Nurul Mayadi, 2017:2). 

Perubahan PBB rnernbawa keuntungan bagi negara karena realisasi 

pernungutannya pada tahun 2014 rnenurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Kernenterian Keuangan, rnelaporkan bahwa realisasi penerirnaan pajak sarnpai 

dengan 7 Mei 2014 sebesar Rp 307,508 triliun, atau sekitar 27,70 persen dari 

target penerirnaan pajak 2014, yang sebesar Rp 1.110 triliun. Realisasi 

penerirnaan pajak Burni dan Bangunan (PBB) rnencatat kenaikan paling signiflkan ----------------------------------------------------- 
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82,87 persen dibanding periode sama tahun lalu. Penerimaan PBB sampai 7 Mei 

2013 sebesar Rp 480,58 miliar, sedangkan penerimaan PBB sampai 7 Mei 2014 

sebesar Rp 878,42 miliar. 

Namun Pajak Bumi dan Bangunan oleh sebagian masyarakat masih 

dianggap sebagai beban yang harus dibayarkan kepada negara. Kondisi ini 

disebabkan masyarakat kurang dapat memahami bahwa PBB yang mereka 

bayarkan pada akhimya nanti akan dinikmati atau dirasakan oleh mereka sendiri. 

Artinya jika masyarakat membayar PBB oleh pemerintah dimanfaatkan untuk 

pembangunan seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung sekolah dan lain-lain. 

Kekurangpahaman masyarakat terhadap kesadaran membayar PBB tetjadi karena 

masih rendahnya pengetahuan sehingga tidak dapat memperoleh referensi yang 

cukup mengenai masalah perpajakan. Padahal pemerintah dengan berbagai 

kemudahan telah mengatur pula pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Perundang­

Undangan lainnya. 

Rendah atau tingginya penerimaan PAD sektor PBB tentu akan berimbas 

pada laju pembangunan daerah, karena telah diketahui bahwasannya pembiayaan 

diambilkan dari pendapatan asli daerah dan pos-pos penerimaannya. Maka dari 

itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menggali potensi pajak daerah terutama 

PBB. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: 06/PJ.9/2001 , bahwa dalam 

rangka meningkatkan jumlah penerimaan Pajak, ada dua upaya yang dapat 

dilaksanakan melalui ekstensifikasi wajib pajak yaitu kegiatan yang berkaitan 

dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak 

dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Intensifikasi pajak 

adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta ----------------------------------------------------- 
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subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari 

hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. 

Namun tidak semua upaya yang dilakukan sesuai dengan harapan. Adanya 

kendala. yang teijadi dalam peningkatkan PBB-P2 dapat disebabkan kodisi letak 

wajib pajak, data yang tidak akurat, kesadaran wajib pajak yang masih rendah, 

kurang aktifnya aparat desa/kelurahan, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya 

pengawasan BPK. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut antara lain: melakukan update data dengan cara melakukan pemeriksaan 

ulang, melakukan pendataan ulang, melakukan kerja sama dengan kejaksaan 

negeri, memberikan sosialisasi /penyuluhan kepada masyarakat. , dan menginput 

data wajib pajak secara online (Suaiba, 2018). 

Tercapainya target penerimaan PBB-P2 akan ditentukan oleh sejauh mana 

peran yang dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini yang berwenang dalam 

pengalihan PBB-P2 adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Tentunya 

diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan kebijakan ini sebagai upaya 

pemerintah daerah meningkatkan penerimaan dalam mewujudkan pemerataan 

pembangunan agar tidak terlalu senjang antara satu daerah dengan daerah lainnya 

sehingga diperlukan peran BPBK dalam upaya meningkatkan realisasi PBB-P2 

tersebut (Mandala Harefa, 2016:68). 

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah­

pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai 

macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal 

tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya. 
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Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai 

suatu proses (Soerjono Soekanto, 2012:212) 

Peran Badan Pengelola Keuangan (BPK) sebagai orgarusas1 yang 

berwenang dalam mengurus keuangan daerah terutama dalam meningkatkan PAD 

sektor PBB penting untuk dikaji karena kontribusi pajak terhadap PAD cukup 

tinggi. Selain itu, PBB berkaitan dengan masyarakat yang memiliki keunikan dan 

fenomena dalam membentuk kesadaran mereka untuk menjadi wajib pajak bumi 

dan bangunan sesuai perundangan-undangan dan patuh membayar pajaknya 

sesuai jadwal. 

Penelitian Hermayanti (2017) mengemukakan bahwa peran BPPRD dalam 

mengoptimalkan PBB di Kabupaten Muaro Jambi dengan melakukan upaya 

ektensifikasi pajak dan intensifikasi PBB. Upaya ekstensifikasi pajak dilakukan 

dengan perluasan objek pajak serta perluasan jumlah wajib pajak. Sedangkan 

upaya intensifikasi pajak yang dilakukan adalah dengan cara memperbaiki basis 

data objek pajak melalui, memperkuat proses pemungutan, melakukan 

pemeriksaan data objek pajak serta menjatuhkan sanksi pajak bagi penunggak 

pajak, penyempurnaan administrasi dalam pemungutan pajak serta peningkatkan 

kualitas layanan bagi masyarakat. 

Penelitian ini didukung penelitian Handayani (2018), bahwa peran 

pemerintah daerah Kabupaten Nayam Raya meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam membayar PBB-P2 antara lain: memberikan keringan kepada wajib pajak 

dengan memperbolehkan melakukan pembayaran pajak dari tahun yang mampu 

untuk di bayar dengan ketentuan yang berlaku seperti adanya denda sebesar 

2%, memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat wajib melakukan pelayanan 
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yang maksimal dan fasilitas yang nyaman kepada masyarakat, Sosialisasi bekerja 

sama dengan pihak Kecamatan dan Keuchik gampong. Namun ketidakpatuhan 

WP dalam melaksnaakan tanggung jawabnya disebabkan antara lain: 1) kesadaran 

WP, s2) usia mempengaruhi cara berfikir dan bertindak WP, 3) pendidikan 

terkait pengetahuan, dan 4) jenis pekerjaan tentu akan berpengaruh pada jumlah 

penghasilan dalam membayar pajak. 

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Keija Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah dan berubah nama menjadi Badan Pengelolan 

Keuangan (BPK) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi 

pengelolaan keuangan dan tugas lain yang diberikan Bupati. Badan Pengelolan 

Keuangan (BPK) Kabupaten Aceh Singkil terletak di pusat Kota Aceh Singkil 

dengan visi yaitu menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel. Untuk 

melaksanakan visi tersebut BPK, dibantu oleh pegawai berjumlah 68 orang. Salah 

bidang bagian pajak adalah Bidang Penagihan dengan salah satu bawahannya 

adalah Sub Bidang Pajak dan Retribusi bertugas mengelola sektor pajak dan 

retribusi daerah dengan pegawai berjumlah 15 orang. 

Hasil Laporan Rekapitulasi PAD Kabupaten Aceh Singkil dari sektor PBB 

tahun 2016 sampai dengan 2018 disajikan pada tabel berikut. 
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Tabell.1 Realisasi PAD Peri ode 2018 Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan 
Keca.matan 

Des a Potensi Realisasi 

WP Rp WP Rp (%) 

Pulau Banyak 644 20.940.522 162 6.843.920 32,68 

Singkil 6.665 359.803.405 1.064 73.655.045 20,47 

Singkil Utara 2.766 142.966.802 589 10.681.071 7,47 

KualaBaru 905 33.571.415 602 5.372.890 16,00 

Simpang Kanan 4.206 173.586.819 1.241 20.027.790 11,54 

Gunung Meriah 9684 707.246.434 2.658 180.885.456 25,58 

Danau Paris 917 62.868.160 254 4.613.206 7,34 

Suro 2.244 130.585.117 856 3.677.632 2,82 

Singkohor 5.467 260.196.937 1.681 62.598.342 24,06 

KotaBaharu 3.215 82.819.683 463 4.491.339 5,42 

Sumber : Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, 2019 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi PAD 

Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan keca.matan peri ode 2018, di mana terbanyak 

pada Kecamatan Pulau Banyak yaitu 32,68%, diikuti Keca.matan Gunung Meriah 

yaitu 25,58%. Sedangkan persentase realisasi PAD paling sedikit terjadi di 

Keca.matan Suro yaitu 2,82% dan Kecamatan Danau Paris yaitu 7,34%. Kondisi 

inilah yang menjadi alasan penulis menentukan tempat penelitian di Kecamatan 

Suro Kabupaten Aceh Singkil. 
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Tabell.2 PAD sektor PBB Periode 2016-2018 Kabupaten Aceh Singkil 

Tahun 
Ketetapan PBB Realisasi PBB 

Peningkatan (0/o) 
(Rp.) (Rp.) 

2016 344.416.587 35.152.589 

2017 261.639.581 62.510.524 1,78 

2018 655.115.771 89.477.424 1,44 

Sumber: Laporan BPK tahun 2019. 

Berdasarkan tabel di atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor 

PBB setiap tahunnya mengalami peningkatan, di mana pada Tahun 2016 Rp 

35.152.589, menigkatkan sebesar Rp 62.510.524, Sedangkan tahun 2018 

meningkat sebesar Rp. 89.477.424. Jika diperhatikan dengan seksama 

peningkatan relalisasi PBB belum mencapai 2% setiap tahunnya. Kondisi ini 

dapat disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 

masih perlu ditingkatkan di masa mendatang. Walaupun tetjadi peningkatan 

besaran realisasi tersebut, tetapi jumlah PBB yang ditetapkan atau diharapkan 

belum tercapai. Hal ini dapat disebabkan penerapan upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak belum optimal di wilayah kerja Kabupaten Aceh Singkil. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya penerimaan PBB di 

suatu daerah. Penelitian Baihaqi (2011) menyebutkan bahwa penyebab turunnya 

kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah karena pemerintah kurang 

fokus dalam meningkatkan PAD secara keseluruhan. Sedangkan menurut Halim 

(20 16), salah satu penyebab utama rendahnya PAD sehingga tingginya 

ketergantungan daerah terhadap pusat adalah perhitungan potensi tidak dilakukan. 

BPK Kabupaten Aceh Singkil memiliki perpanjangan tangan dalam 

meningkatkan PAD sektor PBB-P2 di wilayah kerjanya yaitu Pemerintah 
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Kecamatan. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2012 

Tentang Pembentukan Kecamatan, disebutkan Camat memiliki kewenang 

penyelenggarakan pemerintah kecamatan tentang pengelolaan pajak di wilayah 

kerjanya. Salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil adalah Kecamatan 

Suro dengan realisasi PBB P2 mengalami peningkatan pada peri ode tahun 2016-

21 08 adalah sebagai berikut. 

Tabell.3 Laporan PBB Periode 2016-2018 Kecamatan Suro Kabupaten Aceh 
Singkil 

Tahun Ketetapan (Rp.) Realisasi (Rp.) OP 

2016 44.980.118 2.617.477 (5,82%) 1.669 

2017 44.663.067 4.053.346 (9,08%) 1.677 

2018 130.585.117 5.985.444 (4,58%) 2.244 

Sumber: Laporan BPK tahun 2018 

Fenomena tabel di atas, diketahui bahwa realiasi PBB di Kecamatan Suro 

dalam 3 periode (2016-2018) dapat dirinci yaitu tahun 2016 sebesar Rp. 2.617.477 

(target Rp.44.980.118), mengalami peningkatatn tahun 2017 mencapai Rp. 

4.053.346 (target Rp. 44.663.067) dan mengalami peningkatan tahun 2018 

menjadi Rp. 5.985.444 (target Rp. 130.585.117). Walaupun realisasi PBB-P2 dan 

jumlah wajib pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi ketetapan 

PBB-P2 belum dapat dicapai. Hal ini mungkin disebabkan kesadaran masyarakat 

untuk menjadi wajib pajak taat perlu ditingkatkan dan penggalian sumber-sumber 

pendapatan dari PBB belum optimal oleh Badan Pengelolan Keuangan (BPK) 

Kabupaten Aceh Singkil khususnya petugas pajak di Kecamatan Suro. 

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kecamatan Suro dalam 

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, salah satu tujuannya adalah ----------------------------------------------------- 
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mengoptimalkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, maka kegiatan tersebut harus didukung dengan kemampuan finansial 

daerah untuk pembiayaan pembangunan dengan cara menggali setiap portensi 

yang ada di daerah sehingga dapat meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak 

daerah terutama dari PBB. Maka dalam hal ini pentingnya penelitian ini dikaji 

karena realisasi PBB belum maksimal dalam meningkatkan PAD di Kecamatan 

Suro. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama bekeija di BPK Kabupaten 

Aceh Singkil, peran yang telah dilakukan BPK secara ekstemal dan internal antara 

lain adalah pemberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, di mana 

pembayaran pajak dilayak dengan baik, dibantu dalam pengisian pendaftara wajib 

pajak barn, dan menyampaikan informasi tentang pajak. kegiatan lainnya yang 

dilakukan BPK bekeijasama dengan Pemerintah Kecamatan Suro adalah 

menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarkat. 

Kegiatan pemeriksaan dilakukan kepada WP yang tertungguk dan dilakukan 

pemungutan kepada WP yang terlambat dalam pembayaran oleh petugas pajak 

kecamatan/desa. Ketersediaan petugas pajak desa juga turut mempermudah WP 

membayar pajak tanpa harus datang ke Kantor Camat. Peran lain yang dilakukan 

dari segi sistem informasi untuk mempermudah informasi pajak, BPK telah 

memfasilitasi laporan keluhan wajib pajak secara online saat ini. Kondisi ini 

sebagai faktor yang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor PBB. 

Namun peran BPK Kabupaten Aceh Singlil di Kecamatan Suro masih 

mengalami berbaga kendala sehingga penerimaan PAD dari sektor PBB belum 
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maksimal disebabkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang pajak terutama 

hila ada kebijakan barn kepada masyarakat belum terlaksana secara kontinu dan 

merata terutama di daerah pedalaman dengan kondisi topografi perbukitan, belum 

adanya sanksi yang tegas bagi wajib menunggak pajaknya, aktivitas jemput bola 

bagi wajib pajak menunggak belum efektif dan kurangnya dukungan sarana 

transporasi serta tidak adanya dana khusus dalam mengelola wajib pajak yang 

menunggak atau pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang 

besar, di mana biaya transportasi lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. 

Selain itu, dari segi aparatur pemerintah disebabkan belum optimalnya 

penggalian potensi sumber-sumber penerimaan daerah belum didukung 

sumberdaya aparatur pajak kecamatan yang berkualitas dalam pengelola pajak, 

belum budaya kerja aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik belum disertai 

pelatihan secara kontinu, sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai, 

dan pengembangan sistem informasi dalam pengelolaaan keuangan bersifat 

manual. Selanjutnya, koordinasi internal dan dengan unit keija lain yang berkaitan 

dengan pemungutan PBB-P2 belum dimaksimalkan terutama dengan kepala desa. 

Kemampuan perencanaan dan pengawasan pemungutan pajak belum maksimal 

ditandai dengan masyarakat masih banyk menunggak pajaknya. Peran BPK dalam 

peningkatkan PAD sektor PBB-P2 di Kecamatan Suro masih bel urn maksimal, 

artinya BPK lebih menitik beratkan pengelolaan PBB-P2 dikelalo oleh pemerintah 

kecamatan masing-masing. 

Faktor utama yang paling substansi masih rendahnya realisasi PBB-P2 

adalah berasal dari WP itu sendiri, seperti kesadaran WP untuk membayar 
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memang masih perlu diperjuangkan, dimana setiap pemberitahuan SPPT kepada 

WP, sebagian menolak dengan berbagai alasan. Hal ini mtmgkin juga disebabkan 

tingkat pendidikan terkait pengetahuan dan pendapatan masyarakat yang rendah, 

dimana sebagian besar bekerja petani/peladang sehingga ada unsur keberatan 

membayar pajak. Kondisi ini dapat menjadi kendala dalam peningkatan PAD 

sektor PBB-P2. 

Jika diamati dengan seksama bahwa masyarakat di Kecamatan Suro 

memiliki cukup banyak tanah-tanah yang dulunya termasuk lahan tidur sebagai 

potensi PBB-P2, kini sudah menjadi lahan produktif, seperti kebun/ladang dan 

kedai, perumahaan serta tempat usaha lainnya. Kondisi terlihat dari perekonomian 

dan pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun terns meningkat diikuti dengan 

pembangunan bangunan seperti rumah, ruko, kedai-kedai dan lainnya. Dimana 

status tanah tersebut belum terda:ftar di Kecamatan Suro dan sampai saat ini, 

pendataan petugas untuk turun langsung ke lapangan tidak dilakukan untuk 

menggali potensi PBB tersebut. Luas dari daerah di Kecamatan Suro juga sebagai 

potensi dalam meningkatkan pendapatan dari sektor PBB, hal ini dikarenakan 

semakin bertambahnya objek pajak serta wajib pajak atas kepemilikan tanah dan 

bangunan. 

Fenomena saat ini yang beredar di Kecamatan Suro bahwa setiap kepala 

desa tidak mau mengurus Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan 

Riwayat Tanah masyarakat karena sudah tidak perlu lagi . Kini kasus pendaftaran 

tanah dapat langsung ditangani oleh pihak BPN Kabupaten Aceh Singkil. Sesuai 

Surat Ederan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 

1756/15.!/IV/2016, disebutkan bahwa dalam pengurusan sertifikasi tanah, tidak 
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perlu Surat Keterangan Riwayat Tanah dari pihak desa. Terjadinya perubahan 

regulasi ini tentunya dapat menghambat BPK Kabupaten Aceh Singkil menelusuri 

data tentang riwayat tanah dalam menggali potensi PBB-P2 masyarakat. 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor PBB-P2 ini 

menjadi sangat penting. Mengingat potensi dari luas dan besamya sasaran yang 

dapat dijadikan sebagai subjek dan objek PBB-P2. Namun peran BPK menemui 

berbagai kendala sehingga peneliti mau meneliti Upaya Badan Pengelola 

Keuangan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah peran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah melalui PBB di Kecamatan Suro? 

2. Fak:tor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam peningkatan PAD melalui 

PBB di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah: 

1. Untuk menganalisis peran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil 

dalam meningkatkan PAD melalui PBB-P2. 

2. Untuk menganalisis kendala dalam peningkatan PAD melalui PBB-P2 di 

Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. 
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1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian adalah : 

1. Sebagai informasi tentang upaya meningkatkan PAD melalui PBB di Badan 

Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. 

2. Sebagai masukan bagi BPK Kabupaten Aceh Singkil dalam upaya menggali 

potensi PBB-P2 untuk meningkatkan PAD Kecamatan Suro Kabupaten Aceh 

Singkil. 

3. Untuk kepentingan perkembangan ilmu administrasi publik bagi akademis dan 

masyarakat luas. 
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2.1 Uraian Teori 

2.1.1. Teori Peran 

1. Pengertian Peran 

BABII 

LANDASAN TEORI 

Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan 

karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah 

dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana 

peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia 

bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk 

berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan 

mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan 

pada hakekatnya tidak ada perbedaan (Miftah Thoha, 2012: 1 0). 

Peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang 

menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan 

imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

peranan itu ditentukan oleh norma- norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu 

terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap 

masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban­

kewajibannya (David Berry, 2003:1 05). 

Menurut Komaruddin (1994:768), yang dimaksud peranan yaitu: a) 

Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen, b) 

17 
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Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status, c) Bagian atau 

fi.mgsi seseorang dalam kelompok pranata, d) Fungsi yang diharapkan dari 

seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya, dan 3) Fungsi setiap 

variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah prilaku 

yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau 

pekerjaannya. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran BPK Kabupaten 

Aceh Singkil yang berwewenang sesuai fungsi dan tanggung jawabnya dalam 

mengelola keuangan daerah untuk meningkatkan relialisasi PAD melalui sektor 

PBB-P2. 

2. Jenis Peran 

Menurut Siswanto (2012:12-21), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin 

dalam organisasi yaitu: 

1. Peran antarperibadi (Interpersonal Role), dalam peranan an tar pribadi, atasan 

harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung 

agar organisasi yang dikelolahnya betjalan dengan lancar. Peranan ini oleh 

Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari 

peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut: 

a. Peranan sebagai tokoh (Figurehead), yakni suatu peranan yang dilakukan 

untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan 

dan persoalan yang timbul secara formal. 

b. Peranan sebagai pemimpin (Leader), dalam peranan ini atasan bertindak 

sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang ----------------------------------------------------- 
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dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya 

pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan. 

c. Peranan sebagai pejabat perantara (Liaison Manager), disini atasan 

melakukan peranan yang berinteraksi dengan ternan sejawat, staf, dan 

orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan 

informasi. 

2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (Informational Role), peranan 

interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal 

mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang 

peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu 

terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut: 

a. Peran pemantau (Monitor), peranan ini mengidentiftkasikan seorang 

atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi 

yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori 

berikut: 

1) Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan 

pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada 

hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

2) Peristiwa-peristiwa di luar organisasi (external events), informasi jenis 

ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari 

langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing- pesaing, asosiasi­

asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Safriani - Peran Badan Pengelola Keuangan Dalam Meningkatkan Pendapatan...



20 

ekonomi, politik, dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat 

bagi organisasi. 

3) lnformasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai 

berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat 

bermanfaat bagi atasan untuk diketahui. 

4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran 

untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan­

kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari 

tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru. 

5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang 

ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak terteentu. 

b. Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menangani 

proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang 

dipimpinnya. 

c. Sebagai juru bicara (Spokesman), peranan ini dimainkan manajer untuk 

menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya. 

3. Peranan pengambil keputusan (Decisional Role), dalam peranan ini atasan 

harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang 

di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan 

pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sisitem 

pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena: 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Safriani - Peran Badan Pengelola Keuangan Dalam Meningkatkan Pendapatan...



21 

a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat 

untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam 

organisasinya. 

b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan 

yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai 

orgarusas1. 

c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara 

terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas 

semuanya. 

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada organisasi 

penting bagi hal-hal yaitu: 

1. bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur 

masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. 

2. peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh 

masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu 

terlatih dan menpunyai hasrat untuk melaksanakannya. 

3. dalam masyarakat kadang kala di jurnpai individu-individu yang tak mampu 

melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena 

mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan­

kepentingan pribadi yang terlalu banyak. 

4. apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum 

tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan 
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seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut. 

(Soerjono Soekanto, 2012:247). 

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: 06/PJ.9/2001, bahwa dalam 

rangka meningkatkan jumlah penerimaan Pajak, ada dua upaya yang dapat 

dilaksanakan yaitu ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi. 

1. Ekstensifikasi wajib pajak 

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah 

Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi. 

Sedangkan menurut Suparmoko (2010:2) pengertian ektensifikasi pajak adalah 

upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningktakan penerimaan Negara yang 

ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi 

adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. 

Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak 

pusat yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan berupa 

sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal 

lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2016 

tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Dan 

Kegiatan Pendukung Lainnya Tahun 2016, disebutkan bahwa tahap persiapan 

kegiatan ekstensifikasi dilakukan oleh Satuan Tugas terdiri atas penyusunan Peta 
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Potensi Sasaran, kegiatan Survei Lapangan dengan GeoTagging, penyandingan 

data hasil kegiatan survei lapangan dengan data MFWP dan data lainnya, dan 

sortasi untuk menentukan data ber-NPWP dan non-NPWP. 

2. Intensifikasi wajip pajak 

Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak 

terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam 

administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Menurut 

Suparmoko (2010:2), intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan 

subjek pajak yang telah ada.Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai 

suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan 

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam 

bentuk: a) Perubahan Tarif Pajak dan retribusi daerah; dan b) Peningkatan 

pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 

Dalam sistem pemungutan pajak, administrasi perpajakan berperan aktif 

melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan 

sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan 

ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan 

memegang peranan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpa 

pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, 

mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga 

Wajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan 

pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai. Oleh karena itu, 
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Safriani - Peran Badan Pengelola Keuangan Dalam Meningkatkan Pendapatan...



24 

dalam menguk:ur intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bukan banya 

dilibat dari apakah wajib pajak patub dalam melaksanakan kewajibannya, akan 

tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana aparatur pajak dalam melakukan 

penyuluhan/sosialisasi, pelayanan, dan pemeriksaan (Mardiah, 20 15). 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi indikator dalam peran 

BPK Kabupaten Aceb Singkil secara intensifikasi agar wajib pajak patuh sehingga 

nantinya dapat meningkatkan PAD sektor PBB-P2 yaitu pembentukan satuan 

tugas di kecamatan, penyuluhan/sosialisasi, dan pemeriksaan. 

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1. Pengertian PAD 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleb 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena 

melalui sektor ini dapat dilibat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai 

kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Abdul Halim , 2004:94). 

Menurut Ahmad Yani. (2008:5) mengatakan PAD adalah pendapatan yang 

diperoleb daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan 

daerah yang bersumber dari basil pajak daerab, basil retribusi daerab, basil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah 

yang sah. 
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2. Sumber-Sumber Peodapatan Asli Daerah 

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagairnana yang 

diataur dalarn Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 Pasal157, yaitu: 

a. Pajak Daerah 

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah rnenurut peraturan yang ditetapkan 

oleh daerah untuk pernbiayaan rumah tangganya sebagai badan hukurn 

publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pernerintah daerah 

yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umurn yang balas jasanya tidak 

langsung diberikan · sedang pelaksanaannya bisadapat dipaksakan. 

Kewenangan pernungutan pajak daerah rnerupakan kewenangan yang dirniliki 

dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah yang baik 

rnerupakan pajak yang akan rnendukung pernberian kewenangan kepada 

daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah 

dalarn rnelakukan pungutan pajak harus tetap rnenernpatkan sesuai dengan 

fungsinya. 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh 

pernerintah untuk rnernenuhi perrnintaan anggota rnasyarakat. Hasil retribusi 

daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai 

pembayaran pernakaian atau karena rnemperoleh pekerjaan, usaha atau rnilik 

pernerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat 

yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada altematif 
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untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetaimya 

tidak menonjol,dalam hal-hal tertentu. 

b. Hasil pendapatan daerah yang dipisahkan. 

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan 

bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian 

untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan 

daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka 

sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat 

menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan 

umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, 

retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah 

mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan 

kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut 

bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan 

daerah disuatu bidang tertentu 

2.1.3 Pajak Daerah 

1. Pengertian Pajak 

Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah 

memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah 

satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal 

mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara. ----------------------------------------------------- 
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Menurut P.J.A Andriani dalam Tjendraputr~ Haiwei (2014:11) 

mengatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan­

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali 

yang langsung dapat ditujukan dan yang gunanya ada1ah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelengga­

rakan pemerintahan. 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya Lebih 

Dekat Dengan Pajak (2013:2). Pajak merupakan sumber utama penerimaan 

Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak: dapat dilaksanakan. 

Penggunaan uang pajak meliputi: 

a. Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara 

Nasional Indonesi~ dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan 

pembiayaan berbagai proyek pembangunan. 

b. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan 

Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras 

Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). 

c. Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah 

sakit/puskesmas, kantor Polisi. 

d. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 

Adapun pengertian menurut Undang-Undang yang tertera pada Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempumakan 
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terak:hir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 adalah "konstribusi wajib 

kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

2. Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran -pengeluaran 

umum. narnun sebenarnya fungsimembiayai pengeluaran umum hanyalah salah 

satu fungsi pajak. Fungsi pajak yaitu: 

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagi alatuntuk mengumpulkan dana yang diperlukan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara yang berguna untuk 

kepentingan masyarakat. 

b. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagi alat untuk memberikan kepastian hukum terutarna 

dalarn menyusun undang-undang dan perlu diusahakan agar ketentuan yang 

dirumuskan jangan sampai dapat menimbulkan interprestasi yang berbeda 

antara fiskus dan wajib pajak. 

3. Asas-asas Pemungutan Pajak 

Banyak kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang yang dihadapi 

oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat 

mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu 

memegang asas-asas pemungutan dalarn melaksanakan kewajibannya, sehingga ----------------------------------------------------- 
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tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku 

pemungut dengan masyarakat. 

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Erly Suandy (2011 :25) 

yaitu: 

a. Equality 

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan 

kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di 

bawah perlingdungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan 

suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak dalam 

keadaan yang smaa Wajib Pajak hams diberlakukan sama dan dalam keadaan 

berbada Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda. 

b. Certainty 

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak hams jelas dan tidak mengenal 

kompromi komromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang 

diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan 

mengenai pembayarannya. 

c. Convvenience of payment 

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu 

saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilanlkeuntungan yang 

dikenakan paj ak. 

d. Ecominic of collection 

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (see:fisien) mungkin, jangan 

sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. 
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Karena tidak: ada artinya pemungutan pajak: kalau biata yang dikeluarkan 

lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. 

4. Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan tidak: menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka 

terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, 

sebagai berikut: 

a. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak: harus adil) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan 

pelak:sanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenak:an pajak: secara adil dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. 

b. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak: yang harus berdasarkan Undang-undang) 

Negara Indonesia, pajak: diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 

ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik 

bagi negara maupun warganya. 

c. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak: boleh mengganggu perekonomian) 

Pemungutan pajak tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak: menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarak:at. 

d. Syarat Finansil (Pemungutan pajak: harus efisian) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak: harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana 
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Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang 

yang baru. 

5. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011 :7) dapat dibagi 

menjadi 3 sistem sebagai berikut: 

a. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besamya pajak terutang berada 18 pada 

pemerintah (fiskus ). 

2) Wajib Pajak (WP) bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

pemerintah (fiskus ). 

b. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak 

(WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

2) Wajib Pajak aktifmulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak terutang. 

3) Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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c. Withholding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

untuk memotong atau memungut besamya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. Ciri-cirinya: 

1) Wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak 

6. Teori Pemungutan Pajak 

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa 

teori mengenai kebenaran pemungutan pajak menurut Erly Suandy (20 11 :26), 

yaitu: 

a. Teori Asuransi 

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa 

raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan 

perusahaan asurransi, untuk mendapatkan perlindungan warga Negara 

membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan 

sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini 

tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, 

kecelakaan, atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya 

dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungannya langsung antara 

pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak. 

b. Teori Kepentingan 

Menurut teori ini pembayaran pajka mempunyai hubungan dengan 

kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak 
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individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerja pemerintah, makin 

besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar 

pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang 

memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari 

pekerjaan Negara, tetapi merekajustru tidak membayar. 

c. Teori Daya Pikul 

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan 

kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua 

pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan 

memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran 

belanja Wajib Pajak tersebut. 

Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai 

pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang 

mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan 

untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan 

primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, 

maka sebagai analisir yang pertama adalah minimum kehidupan (bestaans 

minimum). 

d. Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti 

Teori ini didasari paham organisasi Negara (organische staatsleer) yang 

mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk 

menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan 

atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan 
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sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak 

dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menuruut teori ini 

dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, 

dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar 

pajak. 

e. Teori Daya Beli 

Teori ini adalah teori modem, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya 

Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada "efeknya" dan 

memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. 

7. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Tata cara pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Resmi (2014:9)dalam 

bukunya Perpajakan Teori dan Kasus dibagi menjadi tiga, yaitustelsel pajak, asas 

pemungutan pajak,dan sistem pemungutan pajak. 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, diantaranya: 

1) Stelsel Nyata (Riil) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek 

yangsesungguhnya terjadi(untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan) 

2) Stelsel Anggapan (flktif) 

Stelsel ini menyatakan bahwa pemgenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh Undang-undang. 
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3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini rnenyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada 

kornbinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

b. Asas Pernungutan Pajak 

Menurut Resrni (2014: 1 0) asas pernungutan pajak dibagi rnenjadi tiga, yaitu: 

1) Asas Dornisili ( Asas Ternpat Tinggal) 

Asas ini rnenyatakan bahwa negara berhak rnengenakan pajak atas seluruh 

penghasilan Wajib Pajak yang berternpat tinggal diwilayahnya, baik 

penghasilan yang berasal dari dalarn rnaupun luamegeri. 

2) Asas Surnber 

Asas ini rnenyatakan bahwa negara berhak rnengenakan pajak atas 

penghasilan yang bersurnber di wilayahnya tanpa rnernperhatikan ternpat 

tinggal Wajib Pajak. 

3) Asas Kebangsaan 

Asas 1m rnenyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan 

dengankebangsaan suatu Negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistern pernunugutan pajak juga dapat dibagai rnenjadi tiga diantaranya 

Official Assessment System, Self Assessment System dan With Holding 

System . 

. 1) Official Assessment System 

Yaitu sistern pernungutanpajakyang rnemberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jurnlah pajak yang terutang setiap 
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tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakanyang 

berlakudan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur 

perpajakan.Dengan demikian, berhasil atau tidaknyapelaksanaan 

pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan 

dominan ada pada aparatur perpajakan) 

2) Self Assessment System 

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib 

Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

3) With Holding system 

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak sesua1 dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

8. TarifPajak 

Tarif Pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk 

menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Macam-macam tarif 

menurut Mardiasmo (2011 :35) adalah sebagai berikut: 

a. Tarif Tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap (sama) terhadap 

berapapun yang menjadi dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang 

terutang tetap. contoh: besarnya tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro 

dengan nilai nominal berapapun jumlahnya adalah sama Rp 1.000,00. ----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Safriani - Peran Badan Pengelola Keuangan Dalam Meningkatkan Pendapatan...



37 

b. Tarif Sebanding (Proporsional) yaitu tarif berupa persentase yang tetap 

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besamya pajak yang 

terutang proporsional terhadap besamya nilai yang akan dikenakan pajak. 

Contoh: PPN sebesar 10 % yang dikenakan terhadap penyerahan suatu barang 

kena pajak. Dengan perstmtase_ tetap akan menyebabkan jumlah pajak menjadi 

lebih besar apabila jumlah dasar pengenaannya semakin besar. 

c. Tarif Meningkat (Progresive) yaitu tarif dengan persentase yang semakin 

meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak 

meningkat (naik). Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008. 

d. Tarif Menurun (Degresive) yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). 

2.1.4. Pajak Bumi d'all Bangunan Perdesaan dan P-erkota·an (PBB P2} 

1. Dasar Hokum 

Sebelum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 

diberlakukan se.bagai Pajak Daerah (sebelum 1 Januari 2011) dan sebelum adanya 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

PBB diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (yang 

selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang PBB). 

b. KMK No. 201/KMK.04/2000 tentang penyesuaian besamya Nilai Jual Objek 

Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi 

dan Bangunan. ----------------------------------------------------- 
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c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan 

Klasifikasi dan Besamya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

d. Keputusan Menteri Keuangan No. 1004/KMK.04/1985 tentang penentuan 

Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang menggunakan Objek 

Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. 

e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 tentang Tata 

Cara Penetapan Besamya Nilai Jual Kena Pajak Tidak Kena Pajak sebagai 

Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 

f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-16/PJ.611998 tentang 

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 tentang 

penegasan dan penjelasan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atas 

Fasilitas Umum dan Sarana Sosial untuk Kawasan Industri dan Real Estate. 

Pengalihan PBB P2 kepada Pemerintah Kabupaten!Kota memiliki tujuan 

agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, sehingga daerah akan lebih 

mampu mengurus dan mengelola rumah tangganya secara mandiri, termasuk 

menyangkut penyediaan sumber dana penyelenggaraan pemerintahan dan 

penerunaan pajak. Dengan dialihkannya PBB P2 kepada Pemerintah 

Kabupaten!Kota, Pemerintah Kabupaten!Kota akan mendapatkan tambahan dana 

dari hasil pemungutan PBB. Pendapatan PBB P2 yang pada awalnya ketika 

menjadi pajak pusat dibagikan berdasarkan proporsi tertentu kepada pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenlkota, ketika setelah 
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dialihkan pendapatan PBB P2 akan sepenuhnya dinikmati oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok pengalihan PBB P2 menjadi 

pajak daerah antara lain: Pertama berdasarkan teori, property tax lebih bersifat 

lokal (local origin), visibilitas objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan 

terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil 

pajaktersebut (the benefit tax-link principle). Kedua, pengalihan kedua jenis pajak 

terse but diharapkan akan meningkatkan PAD dan sekaligus memperbaiki struktur 

APBD. Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (public service), 

ak:untabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BPHTB dan PBB P2. Keempat, 

bahwa berdasarkan praktek dibanyak negara BPHTB dan PBB P2 termasuk dalam 

jenis local tax. 

2. Pengertian PBB 

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Anastasia dan Lilis (2010:749) adalah 

iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang 

memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pada pasal 1 Undang-Undang No. 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Pajak 

Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang memiliki, 

dikuasai danlatau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

Menurut Soemitro (2006:1), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang 

dikenakan atas harta tidak bergerak. Oleh sebab itu yang dipentingkan adalah 

objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badaan yang ----------------------------------------------------- 
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dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak , maka 

disebut juga pajak objektif 

3. ObjekPBB 

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek 

pajak yang dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh pemerintah kabupatenlkota 

dalam menyehmggarakan pemerintahan_ Dalam pasal 77 Undang-Undang No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya: 

a. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. 

1) J alan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan 

dengan kompleks bangunan ersebut; 

2) Jalan Tol; 

3) Kolam Renang; 

4) Pagar Mewah; 

5) Tempat Olahraga; 

6) Hangar Pesawat T erbang; 

7) Taman Mewah; 

8) Tempat Penampungan Minyak~ Air dan Gas~ Pipa Minyak; dan 

9) Menara. 

b. Pengecualian objek pajak. 

1) Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan; 

----------------------------------------------------- 
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2) Yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan urn urn di 

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, 

yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis 

dengan itu; 
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4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara 

yang belum dibebani suatu hak; 

5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas 

perlakuan timbal balik; dan 

6} Digunak:an oleh badan atau perwak:ilan lembaga intemasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

c. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). 

Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah 

sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak 

Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

4. Subjek PBB 

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang menjadi subjek pajak untuk PBB P2 adalah: 

1) Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, 

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 
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2) Subjek pajak sebagairnana dirnaksud dalarn abjad (a) yang dikenakan 

kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. 

3) Dalarn hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, 

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat rnenetapkan subjek pajak 

sebagai waj.ib pajak~ 

4) Subjek pajak yang ditetapkan sebagairnana dirnaksud dalarn abjad (c), dapat 

rnemberikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat 

yang ditunjuk bahwa yang bersangkutan bukan wajib pajak terhadap ohj.ek 

pajak yang dirnaksud. 

5) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalarn abjad (d) disetujui, 

maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mernbatalkan penetepan 

sebagai wajib pajak sebagairnana dirnaksud dalarn abjad (c) dalarn jangka 

waktu satu bulan sejak diterirnanya surat keterangan dirnaksud. 

6} Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, rnaka Kepala Daerah atau 

Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan 

disertai alasan-alasannya. 

7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya ke.terangan 

sebagairnana dalarn abjad (d) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak 

rnemberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap 

disetujui. 

5. Sektor;.Sektoryang Dikeuakan PBB 

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nornor 16/PJ.6/1998 

tanggal 30 Desernber 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan rnaka ----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Safriani - Peran Badan Pengelola Keuangan Dalam Meningkatkan Pendapatan...



43 

objek PBB dapat dikelompokkan menjadi . beberapa sektor Pajak Bumi dan 

Bangunan (PRB) terdiri dari beberapa sektor yaitu: 

1. Sektor Pedesaan 

Sektor Pedesaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri­

ciri pedesaan, seperti sawah, ladang, empang tradisional dan lain-lain. 

2. Sektor Perkotaan 

Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri­

ciri suatu daerah perkotaan, seperti pemukiman penduduk yang memiliki 

fasilitas perkotaan, industri perdagangan dan jasa. 

3. Sektor Perkebunan 

Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam budidaya 

perkebunan, baik yang dikelola oleh badan usaha milik negara ataupun 

swasta. 

4. Sektor Kehutanan 

Sektor Kehutanan adalah objek PBB dibidang usaha yang menghasilkan 

komoditas hasil hutan. 

5. Sektor Pertambangan 

Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan 

komoditas hasil tambang: emas, batu bara, minyak dan gas bumi. 

6. Nilai Jual Objek PBB 

Pengertian Nilai Jual Obj.ek Pajak (NJOP) sesuai dengan pasal 1 angka 

( 40) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi ----------------------------------------------------- 
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secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan 

melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 

baru atau NJOP pengganti. Sehingga besar kecilnya Nilai Jual Objek Pajak sangat 

mempengaruhi penerimaan pajak bagi negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. 

Pada dasarnya penetepan· Nilai Jual Objek Pajak dilakukan tiga tahun sekalL 

Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan 

mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai 

jual objek pajak ditetapkan setahun sekali. 

Menurut Soemitro (2001:45) bahwaNilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

merupakan unsur atau faktor yang dominan dari penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Hal ini disebabkan Nilai Jual Objek Pajak merupakan penentu 

besar kecilnya Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

7. TarifPBB 

Berdasarkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

menjelaskan bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang dikenakan atas objek pajak paling tinggi sebesar 0,3% (no! koma tiga 

persen}.Berdasarkan tarif pajak tersebut maka dasar pengenaan pajak adalah 

sebagai berikut: 

a. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak. 

b. Besamya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam abjad (a} 

ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak dan wilayah tertentu . 

dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. 
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c. Penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada abjad 

(b) di1akukan oleh Kepala Daerah." 

Dalam menetapkan Nilai Jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral 

Pajak atas nama Menteri Keuaogan dengan mempertimbangkan pen_dapat. 

Gubemur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan 

asas self assessment. Yang dimaksud assessment value ada.lah ni lai jual yang 

dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu 

dari nilaijual sebenamya .. 

8. Cara Menghitung PBB 

Pembayaran PBB dapat betjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan 

pembayarannya, maka berdasarkan pasal 81 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,. cara penghitungan PBB P2 dapat 

dilakukan dengan rumus berikut: 

PBB P2 = Tarif Pajak x (NJOP- NJOPTKP) 

= 0,3% X (NJOP- NJOPTKP) 

9. Potensi dalam Peningkatan .PAD sektor .PBB 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (20 11: 1 096), potensi adalah 

kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, 

kesanggupan, dan daya. Penggalian potensi PBB ditujukan agar pemerintah 

Kabupaten Aceh Singkil dapat meningkatk:an penerimaan PBB P2 setiap 

tahunnya. Hal ini diharapkan dengan pemahaman yang baik mengenai potensi dari 

PBB P2, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dapat meralisasikan target 

penerimaan PBB P2 dengan maksimal. 
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Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan 

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan ole h. orang pribadi atau badau. Bumj adalah peu:u._ukaau buroi yang_ 

meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 

Bangunan adalah konstruksi teknjk yang ditanam atau- yang diletakkaR 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,_ termasuk dalam pengertian bangunan_ 

adalah Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan satu kes.atuan dengan 

kompleks bangunan tersebut, Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat 

olahraga~ Galangan kapal, Dermaga, Taman mewah,_ Tempat penamptmgan/kilang 

minyak, air dan gas, pipa minyak dan Menara. 

10. Hambatan dan Tantangan d.alam Peningkatan PAD sektor PBB 

Dari catatan yang ada temyata bahwa sampai tahun 2016, rata-rata PAD 

berdasarkan provinsi hanya mampu mencapai 3 7,8% dari total pendapatan daerah 

masing-masing. Bel urn ada daerah yangpersentase PAD terhadap pendapatan 

daerahnya mencapai 70%. Daerah yang mencapai persentase P AD-nya di atas 

50% hanya sebanyak 8 daerah, sementara daerah yang P AD-nya berada di bawah 

30% tercatat 11 daerah. Bahkan terdapat 2 daerah yang penerimaan P ADnya di 

bawah 10%. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah bel urn 

memperlihatkan kemandiriannya dan masih sangat terganttmg pada bantuan dari 

pusat untuk membiayai segala kewajiban terkait dengan pembangunan dan 

pemerintahan daerahnya masing-masing. 
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Banyak: fak:tor yang menjadi penyebab rendahnya PAD. Nafsi Hartoyo 

(2017), misalnya,- mencatat 7 penyebabnya- sebagai berikut. Pertama,. kurangnya 

kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. 

Kedua,. kepatuhau dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif ren_dah. Ketiga,. 

lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Keempat, 

kelemahan kualitas SDM aparatur. Kelima, kekhawatiran birokrasi akan 

kegagalan dalam menjalankan programnya. Keenam, ketidakoptimisan akan hasil 

yang mungkin dicapai. Ketujuh, sering kali pengeluaran biaya yang digunakan 

untuk menjalankan program dinaikkan (mark up) sejak: awal pada setiap 

anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefeJ<tifkan 

sehemat mungkin, mak:a sisa yang ada dapat digunak:an untuk menjalankan 

program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Menurut Carunia Mulya Firdausy (2017:123-124) mengatakan bahwa 

memasuki tahun ke-1 7 penerapan otonomi daerah di Indonesia, permasalahan 

yang dihadapi dalam peningkatan PAD relatif masih sama. Meskipun pada tatanan 

otonomi daerah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, namun dalam permasalahan peningkatan PAD masih 

ditemukan permasalahan yang sama. 

1. Pada. umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentiftkasi pote.nsi 

sumber pendapatannya. 

2. Sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak 

daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah 
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yang dipisahkan sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan_pusat danDaerah. 

3. Daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat 

dariruang .gerak daerab yangterbatas unmkm~engoptimalkaupenetLmaan. 

4. Daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih 

diatur okh pusat yaitu J>aj ak P.enghasilau, P.ajak Pertambahao~Nilai _dao_ Pajak 

rokok. 

5. Kesiapan Sumber Daya Mauusia {SDM) baik dalam kuantitas maupun 

kualitas. Disadari bahwa dengan sistem yang masih belum sepenuhnya 

teJ:in1egrasi, jumlah SDM untuk dapat melakukan pemungutan pajak dan 

retribusi masih sangat kurang. Pemahaman SDM terkait dengan pajak dan 

retribusi daerah menjadi penting kat:ena SDM di lapangan hams dapat 

memberi penjelasan yang mudah dimengerti masyarakat. Pemahaman SDM 

menjadi untuk tomhak untuk membangun kesadaran pentingnya membayar 

pajak dan retribusi dari masyarakat. 

6. Lemahnyapengawasau atas pelaksanaan pemungutan pajak .. Belum efektifnya 

pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). 

Guna menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, membangun 

sistem administrasi yang baik dan upaya melakukan pengawasan yang efektif 

tidak t€flepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki daerah. Saat ini dengan 

melihat kemampuan daerah melalui gambaran PAD, nampaknya untuk 

pembiayaan seluruh kegiatan untuk meningkatkan PAD sektor PBB masih akan 
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Safriani - Peran Badan Pengelola Keuangan Dalam Meningkatkan Pendapatan...



49 

terkendala. Daerah harus melakukan pemilihan prioritas kegiatan yang akan 

dibiayai lebili awal. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Pelaksanaan otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali 

potensi sumber-sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah itu 

sendiri sehenamya tersentral kepada kemandirian _daerah, baik dalam hal 

keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan 

daerahnya sendiri. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang 

Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung 

jawab kepada daerah sehingga memheri peluang kepada daerah agar leJuasa_ 

mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan 

kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daemh. 

Terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber 

pendapatan asli daerah (PAD) yang salah sahmya berasal dari PBB,. dimana 

potensi penerimaan PBB di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil masih perlu 

digali untuk meningkatkan penerimaan PAD. Perlu dipertimbangkan, bahwa 

sektor PBB memegang peranan penting yang berasal dari pendapatan asli daerah 

sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan PBB, maka 

semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Aceh Singkil dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. 

Hal ini tentunya perlu peran Badan Pengelolaan Kekayaan (BPK) untuk 

mengatasi berbagai kendala serta berkomitmen meningkatkan PAD terse but untuk 
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kemajuan dan perkembangan perekomonian masyarakat di masa yang akan 

datang. B _erikut ini diilustrasikan skemakemngka pemikiran _dalam penelitian. 

i 

r 
Otonomi Daerah 

Peningkatan penerimaan daerah sesuai 
potensi yang dimiliki 

l 
UU No. 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 

Peran BPK Kabupaten 
Aceh Singkil 

~ ~ 
Realisasi PBB TargetPBB 

I 
~ 

Upaya Peningkatan 
1>1313 

~ 

Ektensifikasi 

~ 
Intensifikasi 

( PAD di Kecamatan Suro ] 

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran 

-J 
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BABIII 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 

3~1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara 

sistematis, faktual, aktual serta memberikan gambaran mendalam terhadap suatu 

organisasi lembaga atau fakta-fakta tertentu. Metode penelitian kualitatif 

digunakan dengan pertimbangan untuk memudahkan penelitian dalam berhadapan 

dengan suatu keyataan baru atau kenyataan yang ganda dalam lapangan. Metode 

kualitatif, berhubungan antara peneliti dan informan lebih akrab atau dekat 

sehingga dapat diperoleh data yang lebih mendalam. 

Menurut Sugiyono (20 13 :9) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

tmtuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data 

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasL 

Penelitian deskriptif digunakan peneliti untuk menggali informasi secara 

terperinci permasalahan pada fenomena peran Badan Pengelola Keuangan dalam 

Meningkatkan PAD melalui PBB-P2 di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. 

Penelitian ini membantu pihak BPK Kabupaten Aceh Singkil untuk mengatasi 

kendala dan menggali potensi PBB. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses 

51 
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penelitian dan pernahaman berdasarkan pada rnetodologi yang rnenyelidiki suatu 

fenornena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti rnenekankan 

sifat realitas terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek 

yang diteliti (Juliansyah Noor, 2012:33). 

3.1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Kecarnatan Suro Kabupaten Aceh SingkiL 

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Februari sarnpai dengan Maret 2020. 

Pertimbangan peneliti rnernilih lokasi penelitian ini, karena kegiatan upaya BPK 

dalam peningkatan PAD sektor PBB bel urn -optimal sehingga realisasi mencapai 

4,58% (Rp. 5.985.444 dengan ketepatan Rp130.585.117), dirnana kegiatan 

sosialisasi, penerapan sanksi, penggalian potensi PBB-P2 bersifat pasif 

(menunggu), pendataan bersifat manual sehingga penerimaan PAD sektor PBB­

P2 belurn sesuai harapan sehingga penting digali penyebab dari segi faktor 

intensiflkasi dan ekstensiflkasi. 

3.2. Informan 

Sugiyono (20 13 :216) mengemukakan bahwa sam pel dalam penelitian 

kualitatifbukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara surnber, atau partisipan, 

informan, ternan dan guru dalam penelitian. Selain itu, sarnpel juga bukan disebut 

sampel statistik, tetapi sarnpel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif lebih 

rnenekankan makna (data dibalik yang teramati atau rnenghasilkan teori. 
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lnforman dalam penelitian berjumlah 5 orang terdiri dari: 

1. Informan kunci yaitu Camat bemama di Kecamatan Suro Kabupaten Aceh 

Singkil yang lebih mengetahui strategi peningkatan PAD sektor PBB. 

2. Informan utama yaitu Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Sub Bidang 

Pendataan dan Penetapan. 

3. Informan tambahan yaitu petugas pajak kecamatan dan wajib pajak di wilayah 

kerja Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. 

Setelah dilakukan wawancara, maka diketahui karakteristik informan 
yaitu: 

1. Camat bernama Abdul Hanan, berumur 52 tahun, laki-laki dengan masa kerja 

dua tahun. 

2. Kepala Bidang Pendapatan bernama Iskandar, berumur 48 tahun, laki-laki 

dengan masa kerja dua tahtm. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan bernama Maini Hutabarat, 

berumur 42 tahun, perempuan dengan masa kerja satu tahun tiga bulan. 

4. Petugas pajak kecamatan bemama Zamal, berumur 3 5 tahun, laki -laki dengan 

masa kerja enam bulan. 

5. Wajip pajak bemama Muhammad lhsan, berumur 42 tahun, laki-laki bekerja 

sebagai petani. 

3.3. SumberData 

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi . Secara 

umum, ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber 

data primer dan sektmder. Rinciannya adalah sebagai berikut. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung pada lokasi 

penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui proses wawancara dan observasi 

mengenai peran Badan Pengelola Keuangan dalam peningkatan PAD sektor Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kecamatan Suro. Dengan narasumber yaitu Camat di 

wilayah kerja Kabupaten Aceh Singkil. Menurut Nasution dalam Moleong (2010: 

157) data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau 

tempat penelitian 

Selain itu, peneliti berperan sebagai pengamat. Dalam penelitian ini 

peneliti mengamati segala bentuk kegiatan peran BPK Kabupaten Aceh Singkil 

dan Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan PAD sektor 

PBB. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bantuan alat rekam suara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang menunJang data pnmer dan 

pelengkap bagi data primer. Data yang didapat melalui pihak kedua, ketiga, dan 

seterusnya. Artinya, melewati satu atau lebih pihak yang bukan dari informan 

langsung. Data sektmder dalam penelitian dapat berupa artikel, jurnal, buku 

referensi, peraturan perundang-undangan (regulasi), laporan atau dokumentasi 

pajak. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengum.pulan data yang digunakan adalah teknik wawancara,_ 

observasi dan dokurnentasi. Berikut akan dijelaskan uraiannya dari rnasing­

masing teknik pengumpulan data~ yaitu: ----------------------------------------------------- 
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1. Wawancara 

Penelitian melakukan wawancara dengan informan d_engan tujuan 

memperoleh data untuk mengetahui peran BPK Kabupaten Aceh Singkil dalam 

meningkatkan PAD s.ektor PBB. Peneliti melakukan intervensi dengan .cara 

melakukan indept interview, yaitu: suatu cara mengumpulkan data informasi 

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan untuk mengetahui lebih 

dalam informasi yang dibutuhkan. Analisis data yang dilakukan haruslah yang 

benar-benar memahami dan mengetahui situasi objek penelitian. Setelah 

melakukan wawancara, dan memutar kembali rekaman hasil dari wawancara, dan 

mendengarkan dengan seksama, kemudian peneliti menulis kata-kata yang 

peneliti dengar sesuai apa yang direkaman tersebut. 

2. Observasi 

Penelitian menggtmakan observasi terbuka~ di mana peneliti dalam 

melakukan pengumpulan data menyatakan kebenarannya kepada sumber data, 

bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi yang diteliti mengetahui sejak awal 

sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Aspek yang peneliti lakukan tentang 

kegiatan proses pengelolaan PBB mulai dari pendaftaran wajib pajak baru sampai 

pembayaran, penunggakan pajak, penerapan sanksi, kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat, dan lainnya. 

3. Dokumentasi 

Sebagai pelengkap dan penguat penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode dokumentasi. Pengumpulan dokumen yang peneliti lakukan antara lain 

yaitu: interview guide wawancara, foto-foto dalam kegiatan proses wawancara 
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dengan narasumber, menelaah laporan/dokumen PAD, PBB-P2 dan lain 

sebagainya. 

Untuk memperoleh data mana yang diperlukan, maka peneliti sendiri 

menjadi instrumen atau alat penelitian. Menurut Sugiyono (2013: 59) mengatakan 

bahwa _dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri karena memiliki peranan yang besar memegang kendali 

dan menentukan data yang diperoleh. 

Peneliti sebagai instrumen perlu melakukan validasi terkait seberapa jauh 

peneliti siap melakukan penelitian untuk selanjutnya teijun ke lapangan. Validasi 

terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman 

metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, 

kesiapan peneliti untuk memasuki obyek-obyek yang akan diteliti yaitu peran 

BPK Kabupaten Aceh Singkil dalam peningkatkan PAD sektor PBB-P2. Peneliti 

menggunakan pedoman observasi dalam pengamatan di lapangan agar 

mendapatkan data-data pendukung yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan alat bantu pengumpulan data yaitu berupa 

buku catatan, alat perekam, dan perangkat observasi lain selama proses penelitian 

berlangsung. 
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3.5 Definisi Konsep dan Operasional 

3.5.1 Uefinis Konsep 

Adapun definsi konsep dalam penelitian ini adalah: 

57 

6. Pendapat Asli Daerah adalah hasil pendapatan daerah yang bersumber dari 

hasil pajak daerah, basil retribusi daerah, basil pengelolaan kekayaan daerab 

yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah 

7. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 

memiliki, dikuasai dan/atau dirnanfaatkan oleb orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan dan pertambangan. 

8. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang 

dalam manajemen organisasi. 

3.5.2 Definisi Operasional 

Adapun definsi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendapat Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleb Pemerintah 

Kecamatan Suro Kabupaten Aceb Singkil dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dilaksanakan berdasarkan asas, sistem, taris sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah 

Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dari iuran yang dikenakan terbadap 

pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari 

bumi dan bangunan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan berlaku. 
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3. Peran adalah kegiatan BPK Kabupaten Aceh Singkil yang berwewenang 

sesuai fungsi dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan daerah untuk 

meningkatkan relialisasi PAD melalui sektor PBB-P2 di Kecamatan Suro. 

3.6. Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan _dan Biklen dalam Moleong (2007:248) 

adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Tujuan utama menganalisis _data dalam penelitian kualitatif adalah 

mencari makna dibalik mata, melalui pengakuan subjek pelakunya. Peneliti bisa 

menangkap pengakuan subyek pelaku secara obyektif, maka peneliti harus 

mengadakan interview mendalam (in-depth interview) atau terlibat dalam 

kehidupan subyek pelaku (participant observation) karena peneliti juga bekerja di 

bidang PBB. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Metode Interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan dengan rangkaian tahapan sebagai 

berikut: 

1. Data reduction (reduksi data) sebagai suatu proses pernilihan, pemusatan, 

perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran 

yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. ----------------------------------------------------- 
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2. Data display (penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi 

kernungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penelitian kualitatif menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, hagan, 

tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka 

data te.rorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami; 

3. Conclusion drawing atau verification (simpulan atau verifikasi), peneliti 

membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi 

dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengurnpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengurnpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel yang 

(Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2009:16-21 ). 

Untuk mempertajam analisis data, peneliti juga menggunakan metode 

triangulasi dengan sumber data. Triangulasi sumber data adalah memanfaatkan 

jenis sumber data yang berbeda tmtuk menggali data yang sejenisnya. Sumber 

data ini biasanya diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang 

peneliti kumpulkan. Peneliti dapat membandingkan informasi (berupa hasil 

waw.ancara) dari narasumber yang satu dengan narasumber yang lainnya. Peneliti 

juga dapat membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang peneliti 

kumpulkan. 
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Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Triangulasi sumber ini digunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang 

diperoleh dari Camat di Kecamatan Suro. Sedangkan triangulasi teknik yaitu 

untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik ini 

digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil wawancara yang kemudian 

dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut tentunya 

akan menghasilkan sebuah kesimpulan terkait peran Badan Pengelola Keuangan 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan. 
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5.1. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, 

maka dapat disimpulkan: 

1. Peran BPK Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah di Kecamatan Suro pada sektor PBB secara intensifikasi melalui 

pembentukan satuan tugas intensif di kecamatan, pemeriksaan, penerapan 

sanksi dan pemberian insentif. Kegiatan ekstensifikasi melalui penyuluhan 

atau sosialisasi, pelayanan administrasi di kecamatan dan penyerahan SPPT 

kepada wajib pajak. Namun peran ini belum diikuti dengan peningkatan 

realisasi PBB-P2 secara signifikan 

2. Kendala yang ditemukan sebagai penghambat dalam peningkatan penerimaan 

PBB-P2 Kecamatan Suro yaitu: SPPT tidak sampai, latar belakang pendidikan 

rendah sehingga pengetahuan juga rendah dan kegiatan sosialisasi belum 

merata terutama di pedalaman, kesadaran masyarakat masih rendah dalam 

membayar PBB, dan ada keengganan masyarakat membayar pajak karena 

pendapatan rendah. 

3. Potensi pajak PBB terhadap PAD di Kecamatan Suro sebesar 11,7%, di mana 

proporsi tersebut masih terlalu sedikit 

5.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan: 

111 
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a. BPK dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 

Aceh Singkil bekerjasama dalam meningkatkan frekuensi pen)'llluhan tentang 

edukasi perpajakan, bukan saja pada aparat pemerintah desa tetapi masyarakat 

luas pada umumnya serta pihak Kejaksanaan dalam hal penerapan sanksi. 

b. Menguatkan informasi melalui media pelaksanaan penyuluhan papan reklame 

(baleho ), brosur, radio, pendekatan KAP (Komunikasi Antar Pribadi) dan 

pendekatan kelompok, media sosial seperti facebook Pemerintah Kecamatan 

dan juga Facebook Desa. 

c. Sistem online pembayaran pajak khususnya masyarakat di desa perlu 

disosialisasikan, di mana setiap aplikasi pembayaran pajak sudah menjamur di 

berbagai aplikasi di internet dan jadwal pembayaran insentif petugas tetap 

dipertahakan sesuai jadwalnya. 

d. Menggali informasi dan dokumen pertanahan dan bangunan di pemerintah 

desa wilayah kerja Kecamatan Suro untuk mendata kembali wajib pajak yang 

lama dan baru. 

e. Pemberian kemudahan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang 

taat pembayar pajak tepat waktu. 
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Ekstensifikasi. 

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: 06/PJ.9/2001 tangga1 11 Juli 2011 tentang 
Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pctiak. 

Surat Ederan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN No. 
1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Masyarakat. 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 
1998 tentang Pengenaan Pajak Burni dan Bangunan. 

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah 

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 
Kecamatan. 
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Laporan PAD sektor Pajak Periode 2016-2018 Kabupaten Aceh Singkil. 

Laporan PBB Periode 2016-2018 Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil 
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